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Abstrak
 

Kemajuan tekhnologi, semakin mempermudah akses manusia dalam melakukan interaksi antar sesamanaya,

sehingga dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat "berjarak" dan "besar". Hal ini berdampak kepada

kegiatan pencucian uang yang bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan mempunyai jangkauan

yang sangat luas dalam peredarannya. Kegiatan pencucian uang ini memiliki dampak yang besar terhadap

masyarakat karena selain tergolong pada financial crime, pencucian uang juga melibatkan banyak pihak,

sehingga perlu ditangani secara khusus. Dengan adanya aturan tentang pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang (UU Nomor 8 Tahun 2010) diharap bisa menanggulangi tindak pidana

pencucian uang sesegera mungkin.Adanya paradigma baru dalam penanganan tindak pidana pencucian uang

yakni follow the money and follow the suspect menjadi suatu terobosan dalam menangani tindak pidana lain

yang berhubungan dengan pencucian uang.

Tesis ini membahas mekanisme dan problematika yang muncul terkait penelusuran aset yang diduga

merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang. Mekanisme penelusuran aset, masih didominasi oleh

PPATK yang bekerjasama dengan penyidik. PPATK melakukan mekanisme penelusuran aset yang berasal

dari laporan-laporan yang diterima oleh PPATK dan menganalisa laporan tersebut menjadi Laporan Hasil

Analisa, dan laporan hasil analisis PPATK ini yang dijadikan penyidik acuan awal dalam proses penyidikan

tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang paling utama dalam mekanisme penelusuran aset adalah bila pihak penyedia jasa

keuangan menolak melapor kepada PPATK, karena dalam mekanisme penelusuran aset ini masih

didominasi berdasarkan laporan yang diberikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Hasil penelitian

menyarankan perlu adanya penambahan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK untuk bisa memberikan

sanksi kepada pihak penyedia jasa keuangan agar nantinya PPATK dapat memberikan upaya paksa terhadap

penyedia jasa keuangan yang tidak mau melapor.

......Technological advances, more and easier access to the interaction between humans, so that the world no

longer be something really distance and large. This affected the money laundering activity that can be done

in a relatively short time and have a very wide range in the circulation. The money laundering activities have

a great impact on the community because in addition to belonging to financial crime, money laundering

involves many parties, so that needs to be addressed. With the rules on the prevention and combating of

money laundering (Law No. 8 of 2010) is expected to tackle money laundering as soon as possible. A new

paradigm in handling money laundering that follow the money and follow the suspect to be a breakthrough

in dealing with other offenses related to money laundering.

This thesis discusses the mechanisms and the problems that arise related to asset tracking is part of the

alleged money laundering. Asset tracking mechanism, is still dominated by PPATK in collaboration with

investigators. PPATK perform asset tracking mechanism derived from reports received by PPATK and
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analyze the report become Report Results Analysis, PPATK analysis report is used as the starting point in

the process of investigating money laundering investigation.

The most important problem in tracking mechanism when the asset is a financial services provider refused

to report to the PPATK, because the search mechanism of this asset is dominated by the reports given

financial services provider to the PPATK. The results suggest the need for additional authority possessed by

PPATK to be able to impose sanctions on the financial services provider, so that later PPATK can provide

forceful measures against financial service providers who do not want to report.


